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ABSTRACT 

Coastal areas possess immense marine resource potential; however, fishing communities continue to face 

various challenges, including low value-added for catch products, limited market access, weak village-level 

economic institutions, and suboptimal women's participation in coastal economic development. This study 

aims to analyze blue economy practices within the post-harvest fisheries value chain, examine the role of 

village financial management—specifically through the Village Budget (APBDes) and Village-Owned 

Enterprises (BUMDes)—in supporting coastal economic development, analyze gender relations regarding 

the distribution of economic benefits, and formulate a gender-responsive model integrating the blue 

economy, village finance, and the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Mengareh fishing 

community. The study employs a qualitative approach with a case study design conducted in the villages of 

Watu Agung, Tanjung Widoro, and Kramat. Data were collected through in-depth interviews, focus group 

discussions, field observations, and document analysis. The research findings indicate that blue economy 

practices have developed through community-based marine product processing activities—particularly those 

led by women—yet these efforts still face limitations regarding capital, technology, marketing capacity, and 

institutional support. The management of village finances and Village-Owned Enterprises (BUMDes) offers 

strategic opportunities to strengthen post-harvest value chains, enhance economic value, and support the 

achievement of the SDGs through an inclusive and gender-responsive coastal development model. 

Keywords: Blue Economy, Village Finance, SDGs, Fishing Village, Mengareh. 

Integrasi Blue Economy dan Keuangan Desa untuk Meningkatkan Nilai 

Tambah Pascatangkap dan Capaian SDGs  
 

ABSTRAK 
 

Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya laut yang besar; namun, masyarakat nelayan masih 

menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya nilai tambah produk hasil tangkapan, keterbatasan 

akses pasar, lemahnya kelembagaan ekonomi desa, serta belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam 

pembangunan ekonomi pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik blue economy dalam 

rantai nilai perikanan pascatangkap, mengkaji peran pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung 

pembangunan ekonomi pesisir, menganalisis relasi gender dalam distribusi manfaat ekonomi, serta 

merumuskan model integrasi blue economy, keuangan desa, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 

yang responsif gender di Kampung Nelayan Mengareh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan desain studi kasus yang dilakukan di Desa Watu Agung, Tanjung Widoro, dan Kramat. Data 

diperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), observasi 

lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik blue economy telah berkembang 

melalui aktivitas pengolahan produk hasil laut berbasis masyarakat, terutama yang dilakukan oleh 

perempuan, tetapi masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, kapasitas pemasaran, dan dukungan 

kelembagaan. Pengelolaan keuangan desa dan BUMDes memiliki peluang strategis dalam memperkuat rantai 

nilai pascatangkap, meningkatkan nilai ekonomi, serta mendukung pencapaian SDGs melalui model 

pembangunan pesisir yang inklusif dan responsif gender. 

 
Kata kunci: Blue Economy; Keuangan Desa; SDGs; Kampung Nelayan; Mengareh. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ruang hidup dan sumber penghidupan 

yang sangat bergantung pada wilayah pesisir dan laut  (Djunarsjah & Putra, 

2021),(Setiyowati et al., 2022). Karena itu, pembangunan kelautan tidak cukup hanya 

menargetkan peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan ekosistem 

serta keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kerangka blue economy menjadi 

pendekatan strategis karena menekankan pemanfaatan sumber daya laut yang 

berkelanjutan, efisien, rendah limbah, dan menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja 

melalui inovasi di rantai nilai perikanan dari penangkapan hingga pengolahan dan 

pemasaran (Badi et al., 2024; Priyono, 2024). Pendekatan ini selaras dengan SDGs, 

terutama SDG 1, 5, 8, dan 14 (Andaiyani et al., 2024),(Lestari & Suarja, n.d.). Namun, 

berbagai studi menegaskan bahwa implementasi blue economy tidak otomatis 

menghasilkan kesejahteraan yang merata (Zakariana, 2025),(Shifa et al., 2023). Tantangan 

muncul pada tata kelola, kapasitas kelembagaan, serta ketimpangan akses terhadap sumber 

daya dan manfaat pembangunan. Di tingkat desa pesisir, efektivitas program ditentukan 

oleh perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan melalui APBDes, termasuk dukungan 

BUMDes/koperasi (Hakim et al., 2019; Mushfiroh et al., 2024) dan (Pasaribu, 2025). 

Proses ini mencakup penetapan prioritas belanja, skema dukungan usaha, serta kemitraan 

pemasaran agar nilai tambah benar-benar naik. Tanpa desain program dan penganggaran 

yang tepat sasaran, nilai tambah ekonomi pesisir dapat tetap rendah dan masyarakat rentan 

terhadap guncangan musiman. 

Kondisi ini relevan dengan Kampung Nelayan Mengareh, Kabupaten Gresik, 

khususnya Desa Watu Agung, Tanjung Widoro, dan Kramat. Ketiga desa merupakan 

kawasan pesisir dengan aktivitas perikanan dan pengolahan hasil laut yang cukup hidup 

(Interview Kondisi Mengarih dan UKM Desa Kramat, 2025). Sekitar 70% istri nelayan 

terlibat mengolah hasil laut menjadi produk layak jual, sehingga aktivitas pascatangkap 

(pengolahan, pengemasan, dan pemasaran) seharusnya menjadi pintu masuk penguatan 

nilai tambah dan diversifikasi penghidupan. Namun, kampung nelayan masih menghadapi 

pendapatan yang bergantung musim/cuaca, akses pasar fluktuatif, keterbatasan inovasi 

produk, serta lemahnya manajemen risiko pada musim paceklik (Interview Kondisi 

Mengarih dan UKM Desa Kramat, 2025; Zakariana, 2025),(Badi et al., 2024). Karena itu, 

dukungan program desa untuk mutu, alat produksi, akses pasar, pembiayaan, dan 

kelembagaan usaha menjadi kunci. Persoalan yang kerap terabaikan adalah dimensi 

gender. Studi (Gissi et al., 2018; Indrawasih & Ratri, 2022) menunjukkan perempuan 

berperan besar dalam ekonomi produktif nelayan, namun kontribusinya sering tidak terlihat 

dalam data, perencanaan, maupun pengambilan keputusan (Nyiawung & Ayilu, 

2025),(Indrawasih & Ratri, 2022). Ketidakadilan akses, terbatasnya partisipasi, dan relasi 

kuasa juga dapat mendorong gerakan sosial perempuan pesisir (Priyono, 2024). Karena itu, 

pendekatan responsif gender diperlukan agar program desa tepat sasaran dan manfaatnya 

lebih adil. Jika kebijakan memakai pendekatan “netral”, kontribusi perempuan dalam 

pengolahan dan pemasaran mudah terabaikan sehingga program desa berisiko tidak adil 

dan kurang efektif di level lokal. 

Implementasi blue economy di tingkat lokal, khususnya desa pesisir, berpotensi 

besar mendorong pencapaian SDGs, terutama SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 5 

(Kesetaraan Gender), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 14 
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(Kehidupan Bawah Air) (Hafidh et al., 2024; Nilsson et al., 2018). Kajian blue economy di 

Indonesia berkembang pesat, dari level kebijakan hingga riset sektor spesifik seperti garam 

rakyat dan ketahanan pangan. Perkembangan ini penting mengingat potensi Indonesia 

sebagai negara kepulauan yang kaya sumber daya laut (Badi’ah et al., 2024; Mahadiansar 

et al., 2023; Sutisna, 2025). Namun, di desa pesisir tantangan kampung nelayan sangat 

kompleks karena isu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling terkait (Galappaththi et al., 

2022). Inisiatif Village SDGs diharapkan membantu pemetaan potensi ekonomi pesisir 

secara lebih efektif (Permatasari et al., 2021). Studi terdahulu menegaskan bahwa 

pencapaian SDG 14 (konservasi dan keberlanjutan ekosistem laut) membutuhkan integrasi 

kebijakan dengan pengelolaan keuangan desa (Sutisna, 2025). Sejumlah penelitian juga 

menunjukkan keterkaitan blue economy dan pengelolaan keuangan desa nelayan, tetapi 

integrasi dengan SDGs serta perspektif gender masih terbatas (Fajriyah, 2024), (Gissi et 

al., 2018). 

Meskipun kajian mengenai blue economy, ekonomi desa, dan SDGs telah 

berkembang, masih terdapat celah penelitian pada level implementasi desa pesisir. Studi 

sebelumnya umumnya membahas blue economy dari perspektif konservasi sumber daya 

laut atau pengembangan sektor tertentu, sementara keterkaitan antara rantai nilai 

pascatangkap, mekanisme penganggaran desa, peran BUMDes, dan distribusi manfaat 

ekonomi berbasis gender masih belum banyak dikaji secara simultan. Oleh karena itu, 

penelitian ini mengisi research gap dengan menawarkan analisis integratif yang 

menghubungkan aspek ekonomi, kelembagaan, pembiayaan desa, dan kesetaraan gender 

dalam satu kerangka pembangunan pesisir. 

Penelitian ini bertujuan memetakan praktik blue economy dalam rantai nilai 

perikanan, menilai dukungan tata kelola keuangan desa terhadap kegiatan pascatangkap, 

menganalisis keterkaitan program desa dengan SDG 1, SDG 5, SDG 8, dan SDG 14, serta 

merumuskan model integrasi blue economy keuangan desa SDGs yang responsif gender. 

Mainstreaming gender menjadi krusial karena kontribusi perempuan nelayan dalam 

ekonomi keluarga sering tidak terlihat dalam tata kelola desa (Nash et al., 2020). Karena 

itu diperlukan pendekatan partisipatif untuk mengungkap relasi kuasa, serta akses dan 

kontrol perempuan dalam sektor perikanan (Gissi et al., 2018; Nash et al., 2020). Kebaruan 

penelitian ini terletak pada penggabungan tiga ranah: implementasi blue economy dalam 

rantai nilai perikanan, pengelolaan keuangan desa (RPJMDes–APBDes), dan SDGs dengan 

perspektif gender. Fokusnya menilai apakah keputusan program dan anggaran desa 

mendukung atau mengabaikan sektor yang dikelola perempuan, terutama aktivitas 

pascatangkap yang penting bagi ekonomi keluarga nelayan 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Blue Economy dalam Pembangunan Ekonomi Pesisir 

Konsep blue economy berkembang sebagai pendekatan pembangunan yang 

menempatkan sumber daya laut sebagai modal ekonomi yang harus dikelola secara 

berkelanjutan (Evans et al., 2023). Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional 

yang lebih menekankan eksploitasi sumber daya untuk meningkatkan produksi, blue 

economy menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan 

ekosistem laut, efisiensi penggunaan sumber daya, serta peningkatan kesejahteraan 
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masyarakat pesisir (Penca et al., 2021). Pendekatan ini melihat laut tidak hanya sebagai 

sumber bahan baku, tetapi sebagai ruang ekonomi yang dapat menghasilkan nilai tambah 

melalui inovasi, diversifikasi usaha, dan penguatan rantai nilai. Dalam konteks masyarakat 

pesisir, implementasi blue economy tidak hanya berkaitan dengan sektor penangkapan 

ikan, tetapi juga mencakup aktivitas pascatangkap seperti pengolahan, pengemasan, 

distribusi, dan pemasaran produk hasil laut (Mahmud et al., 2026).  

Studi mengenai pembangunan ekonomi biru menunjukkan bahwa kemampuan 

masyarakat pesisir memperoleh manfaat dari ekonomi berbasis laut dipengaruhi oleh akses 

terhadap pasar, pembiayaan, teknologi, kapasitas lokal, serta dukungan kelembagaan dan 

tata kelola yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara 

lebih setara (Evans et al., 2023; Gorain et al., 2026; Hidayati & de Vries, 2025). 

Ketersediaan sumber daya laut yang besar dengan demikian tidak secara otomatis 

menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, karena distribusi manfaat 

ekonomi dapat berlangsung secara tidak merata apabila masyarakat lokal mengalami 

keterbatasan akses terhadap sumber daya, pasar, modal, dan proses pengambilan keputusan 

(Bennett et al., 2021; Hidayati & de Vries, 2025). Dalam perspektif pembangunan desa 

pesisir, kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendekatan ekonomi biru berbasis 

komunitas yang menempatkan masyarakat lokal tidak hanya sebagai penerima manfaat, 

tetapi sebagai seseorang yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan 

keputusan, dan pengembangan kegiatan ekonomi (Evans et al., 2023). Pengembangan 

ekonomi biru pada tingkat desa karena itu memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa 

dan pemerintah daerah, kelompok masyarakat, pelaku usaha, serta institusi pendukung 

untuk membangun tata kelola yang inklusif dan memperkuat posisi ekonomi produsen 

lokal (Hidayati & de Vries, 2025). Kajian pada komunitas pesisir dan perikanan 

menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya laut 

sangat bergantung pada keterhubungan antara sumber daya lokal, kapasitas masyarakat, 

kelembagaan, akses pembiayaan dan pasar, inovasi dan teknologi, serta koordinasi 

antarpemangku kepentingan (Gorain et al., 2026). 

Nilai Tambah Pascatangkap dan Rantai Nilai Perikanan 

Nilai tambah pascatangkap merupakan salah satu aspek penting dalam 

pembangunan ekonomi masyarakat nelayan karena manfaat ekonomi dari sumber daya 

perikanan tidak hanya ditentukan oleh volume tangkapan, tetapi juga oleh posisi produsen 

dalam keseluruhan rantai nilai. Dalam berbagai perikanan skala kecil, nelayan sebagai 

produsen primer sering memperoleh proporsi yang relatif kecil dari nilai akhir produk, 

sedangkan sebagian nilai ekonomi terakumulasi pada faktor hilir seperti pedagang, 

pengumpul, pengolah, eksportir, dan pengecer (Purcell et al., 2017; Roberts et al., 2022). 

Ketimpangan tersebut berkaitan dengan keterbatasan informasi pasar, ketergantungan 

terhadap perantara, akses pembiayaan, dan lemahnya posisi tawar nelayan dalam 

menentukan harga serta saluran pemasaran (Roberts et al., 2022). Pendekatan rantai nilai 

(value chain approach) karena itu menempatkan peningkatan nilai produk sebagai proses 

yang berlangsung melalui berbagai tahapan, mulai dari produksi dan penanganan hasil, 

pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran kepada konsumen (Mahmud et al., 
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2026). Aktivitas pascatangkap menjadi strategis karena pengolahan, peningkatan kualitas, 

diversifikasi produk, pengembangan merek, dan perluasan pasar dapat meningkatkan nilai 

ekonomi produk sekaligus membuka peluang pendapatan dan kegiatan usaha baru bagi 

masyarakat lokal (Hidayati & de Vries, 2025; Purcell et al., 2017). Dalam perspektif 

ekonomi biru berbasis masyarakat pesisir, pengembangan industri pengolahan lokal, akses 

terhadap pasar dan infrastruktur, serta penguatan kelompok atau usaha kolektif dapat 

memperbaiki posisi negosiasi produsen dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

mempertahankan nilai tambah di tingkat lokal (Hidayati & de Vries, 2025). Dengan 

demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak cukup dilakukan melalui 

pvalue-chain upgrading melalui inovasi produk, pengolahan, diferensiasi, penguatan 

organisasi, dan peningkatan akses pasar sehingga produk perikanan memiliki daya saing 

dan nilai ekonomi yang lebih tinggi (Purcell et al., 2017).  

Keuangan Desa dan Kelembagaan Ekonomi Lokal 

Pembangunan ekonomi pesisir pada tingkat desa membutuhkan dukungan 

kelembagaan dan instrumen pembiayaan yang mampu menghubungkan potensi sumber 

daya lokal dengan agenda pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam 

konteks Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki posisi 

strategis sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran desa, sedangkan Dana Desa 

dan Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari sumber pembiayaan yang dapat digunakan 

untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 

kewenangan dan prioritas pembangunan desa (Yusuf & Khoirunurrofik, 2022). Dana yang 

dikelola pemerintah desa dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan pembangunan 

infrastruktur fisik, tetapi juga dapat diarahkan untuk penguatan kapasitas masyarakat, 

kegiatan ekonomi produktif, pengembangan kewirausahaan lokal, dan pemberdayaan 

masyarakat (Ardiputra et al., 2025). Efektivitas pemanfaatan keuangan desa sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah de 

Dalam konteks pengembangan ekonomi pesisir, Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) dapat menjadi salah satu kelembagaan ekonomi lokal yang menghubungkan 

potensi sumber daya desa dengan kegiatan usaha dan akses pasar. Studi mengenai 

masyarakat pesisir di Madura menunjukkan bahwa BUMDes, kelompok produsen, dan 

organisasi masyarakat lokal dapat berperan sebagai kelembagaan perantara antara 

masyarakat, pemerintah, dan kegiatan ekonomi desa, termasuk dalam pengembangan 

pariwisata dan pemanfaatan sumber daya pesisir (Hidayati & de Vries, 2025). Pada 

konteks yang lebih luas, BUMDes juga dapat digunakan untuk memperkuat kewirausahaan 

desa dan mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan potensi sumber daya lokal; 

namun keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya 

manusia, kemampuan manajerial, partisipasi masyarakat, akses terhadap modal, dan 

dukungan pemerintah (Kania et al., 2021; Kurnianto & Iswanu, 2021). Karena itu, 

pembentukan BUMDes semata tidak otomatis menghasilkan penguatan eko 

Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam pembangunan ekonomi biru 

karena masyarakat nelayan dan pelaku usaha pesisir masih menghadapi keterbatasan akses 

terhadap lembaga keuangan formal, modal, asuransi, infrastruktur, dan mekanisme 

pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perikanan (Gorain et al., 2026). 

Keterbatasan pembiayaan dapat menghambat investasi pada teknologi yang lebih produktif 

dan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, peningkatan nilai tambah, serta 

diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir. Sebaliknya, instrumen pembiayaan yang 

dirancang sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir dapat membantu meningkatkan 
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stabilitas pendapatan, memperluas akses pasar, mendukung diversifikasi usaha, dan 

memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat (Gorain et al., 2026). Dengan demikian, 

pengembangan ekonomi biru berbasis desa membutuhkan integrasi antara keuangan desa, 

kelembagaan ekonomi lokal, kapasitas tata kelola, akses pembiayaan, dan pengembangan 

usaha yang berorientasi pada poten 

 

 

Blue Economy, Gender, dan Pencapaian SDGs 

Pembangunan ekonomi pesisir tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial, khususnya 

keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi. Dalam komunitas nelayan, perempuan 

memiliki peran penting dalam pengolahan hasil laut, pemasaran produk, dan pengelolaan 

ekonomi rumah tangga. Namun, kontribusi tersebut sering kali belum terlihat dalam 

perencanaan pembangunan, penganggaran desa, maupun pengambilan keputusan ekonomi. 

Pendekatan ekonomi biru yang berkelanjutan perlu memasukkan perspektif gender karena 

keberhasilan pembangunan pesisir tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, 

tetapi juga oleh distribusi manfaat pembangunan secara adil. Kajian mengenai tata kelola 

laut berkelanjutan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan menjadi faktor penting 

dalam membangun sistem ekonomi pesisir yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi blue 

economy dengan Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki hubungan erat, 

khususnya pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 8 

(Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 14 (Ekosistem Laut). 

Pengembangan ekonomi pesisir yang berbasis nilai tambah dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat peran perempuan, 

sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk 

menganalisis integrasi blue economy dan tata kelola keuangan desa dalam meningkatkan 

nilai tambah pascatangkap serta mendukung capaian SDGs di Kampung Nelayan 

Mengareh, Kabupaten Gresik. Lokasi penelitian meliputi tiga desa pesisir, yaitu Desa Watu 

Agung, Tanjung Widoro, dan Kramat. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian 

berfokus pada pemahaman mendalam mengenai praktik ekonomi pesisir, rantai nilai hasil 

laut, peran kelembagaan desa, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat nelayan. Data 

penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 

wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan observasi lapangan. Informan 

dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam 

ekosistem ekonomi pesisir, meliputi pemerintah desa, pengelola BUMDes/koperasi, 

kelompok nelayan, pengepul, pelaku UMKM pengolahan hasil laut, serta perempuan 

pengolah hasil laut. Apabila diperlukan, pemilihan informan dikembangkan menggunakan 

teknik snowball sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa 

APBDes, program pembangunan desa, dokumen BUMDes/koperasi, data UMKM, dan 

dokumen kelompok nelayan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemetaan awal 

kondisi sosial ekonomi masyarakat, identifikasi rantai nilai pascatangkap, penggalian 

pengalaman pemangku kepentingan melalui wawancara dan FGD, serta observasi terhadap 
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aktivitas pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hasil laut. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik melalui proses transkripsi, reduksi data, 

pengkodean (coding), kategorisasi tema, dan interpretasi hubungan antara praktik blue 

economy, dukungan keuangan desa, peran perempuan, serta capaian SDGs. Selain analisis 

tematik, penelitian ini menggunakan pemetaan rantai nilai (value chain mapping) untuk 

mengidentifikasi alur ekonomi mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga 

pemasaran hasil laut. Analisis dokumen dilakukan untuk melihat keterkaitan program dan 

anggaran desa dengan penguatan ekonomi pesisir serta kontribusinya terhadap SDG 1 

(Tanpa Kemiskinan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan 

Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 14 (Ekosistem Laut). Keabsahan data dijaga melalui 

triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi dari pemerintah desa, 

kelompok nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat pesisir, serta membandingkan hasil 

wawancara, FGD, observasi, dan dokumen. Selain itu, dilakukan member checking kepada 

informan kunci untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan kondisi empiris 

di lapangan. 

Untuk meningkatkan transparansi metodologis, penelitian ini melibatkan informan 

yang mewakili setiap komponen rantai nilai dan tata kelola ekonomi desa, yaitu pemerintah 

desa, pengelola BUMDes/koperasi, kelompok nelayan, pengepul, pelaku UMKM 

pengolahan hasil laut, dan perempuan pengolah hasil laut. Proses analisis dilakukan secara 

bertahap melalui open coding terhadap hasil transkripsi wawancara, pengelompokan kode 

menjadi tema utama, kemudian interpretasi hubungan antar tema berdasarkan kerangka 

blue economy, keuangan desa, gender, dan SDGs. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Praktik Blue Economy pada Rantai Nilai Perikanan Pascatangkap Berbasis 

Masyarakat di Kampung Nelayan Mengareh 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa praktik 

blue economy pada masyarakat pesisir Kampung Nelayan Mengareh telah berlangsung 

melalui berbagai aktivitas ekonomi berbasis sumber daya laut, mulai dari kegiatan 

penangkapan ikan, distribusi hasil tangkapan, hingga pengolahan produk hasil laut. Namun 

demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai nilai perikanan masih didominasi 

oleh aktivitas produksi primer, yaitu penangkapan dan penjualan hasil laut dalam bentuk 

bahan mentah. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah ekonomi dari sumber daya laut 

belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat nelayan sebagai subjek utama produksi. 

Pada tahap produksi, nelayan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap 

pengepul sebagai saluran pemasaran utama hasil tangkapan. Hubungan tersebut 

memberikan kemudahan bagi nelayan karena hasil tangkapan dapat segera dipasarkan 

setelah aktivitas melaut, tetapi pada sisi lain menyebabkan posisi tawar nelayan dalam 

menentukan harga dan pengembangan pasar masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa 

praktik ekonomi pesisir masih berada pada pola ekonomi konvensional yang berorientasi 

pada penjualan hasil tangkapan, belum sepenuhnya berkembang menuju ekonomi biru 

yang menekankan peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok nelayan, diketahui bahwa 

hasil tangkapan nelayan sebagian besar langsung dijual kepada pengepul karena belum 

terdapat sistem pengolahan dan pemasaran alternatif yang mampu memperkuat posisi 

ekonomi nelayan. Informan menjelaskan: 

“Kalau hasil tangkapan biasanya langsung dijual ke pengepul. Nelayan memang 

sudah terbiasa seperti itu karena lebih mudah, setelah pulang melaut hasil langsung 

terjual.” (Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan, 2026) 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rantai nilai perikanan di Kampung 

Nelayan Mengareh masih memiliki keterbatasan pada aspek hilirisasi. Nelayan memiliki 

akses terhadap sumber daya laut, tetapi belum memiliki kapasitas yang memadai untuk 

mengembangkan proses lanjutan seperti pengolahan produk, pengemasan, dan pemasaran. 

Dalam perspektif blue economy, kondisi tersebut menjadi tantangan karena keberhasilan 

ekonomi berbasis laut tidak hanya ditentukan oleh kemampuan eksploitasi sumber daya, 

tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menciptakan nilai ekonomi yang lebih 

besar melalui inovasi dan diversifikasi produk. Meskipun demikian, hasil penelitian 

menemukan bahwa proses penciptaan nilai tambah mulai berkembang melalui aktivitas 

pascatangkap yang banyak dilakukan oleh perempuan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pelaku UMKM pengolahan hasil laut, diketahui bahwa perempuan memiliki 

kontribusi penting dalam mengolah hasil tangkapan menjadi produk yang memiliki nilai 

jual lebih tinggi, seperti kerupuk ikan, kerupuk berbahan ikan payus, dan terasi. Aktivitas 

tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan subjek penting dalam rantai nilai 

perikanan, khususnya pada tahap pengolahan dan pengembangan produk. Salah satu 

informan pelaku UMKM menjelaskan: 

“Usaha yang dilakukan berupa produksi kerupuk menggunakan ikan payus dan 

ikan laut lainnya. Selain itu juga membuat terasi dari hasil laut yang tersedia di wilayah 

sini.” (Wawancara dengan UMKM Pengolah Hasil Laut, 2026) 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat pesisir telah 

memiliki kemampuan lokal dalam melakukan transformasi ekonomi terhadap sumber daya 

laut. Produk olahan yang dihasilkan menunjukkan adanya proses perubahan dari komoditas 

primer menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Namun, hasil penelitian 

juga menemukan bahwa pengembangan usaha tersebut masih menghadapi berbagai 

kendala, terutama berkaitan dengan keterbatasan modal, pemasaran, teknologi produksi, 

dan akses terhadap pasar yang lebih luas. Informan UMKM menjelaskan bahwa 

pengembangan usaha masih dilakukan dalam skala terbatas karena keterbatasan dukungan 

usaha. 

“Kendalanya lebih kepada modal dan pemasaran. Produk sudah dibuat, tetapi 

pemasaran masih melalui orang-orang yang dikenal sehingga belum bisa berkembang lebih 

luas.” (Wawancara dengan Pelaku UMKM Pengolahan Hasil Laut, 2026) 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pengembangan ekonomi 

biru di Kampung Nelayan Mengareh bukan terletak pada ketiadaan potensi sumber daya 

maupun kemampuan masyarakat dalam mengolah hasil laut, tetapi pada belum 

terbentuknya sistem pendukung yang mampu memperkuat rantai nilai. Dengan demikian, 
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pengembangan blue economy membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 

integrasi antara produksi, pengolahan, pembiayaan, pemasaran, dan kelembagaan desa. 

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik blue economy di Kampung Nelayan 

Mengareh telah memiliki fondasi melalui aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan 

sumber daya laut dan mengembangkan produk olahan hasil laut. Namun, agar mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung capaian SDGs, diperlukan 

penguatan kelembagaan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas akses 

pasar, serta memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil bagi seluruh subjek 

dalam rantai nilai perikanan. 

Pengelolaan APBDes dan BUMDes dalam Mendukung Capaian SDGs melalui 

Penguatan Ekonomi Pesisir 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa 

pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi 

masyarakat pesisir melalui kebijakan pembangunan desa, pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta penguatan kelembagaan ekonomi desa 

seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa integrasi antara potensi ekonomi laut dengan perencanaan 

pembangunan desa di Kampung Nelayan Mengareh belum sepenuhnya berjalan optimal. 

Pemerintah desa telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada masyarakat nelayan 

dan pelaku UMKM, tetapi dukungan tersebut masih lebih banyak bersifat fasilitatif dan 

belum sepenuhnya diarahkan pada strategi pengembangan ekonomi berbasis blue economy. 

Dalam konteks pembangunan desa, APBDes memiliki fungsi strategis sebagai 

instrumen kebijakan untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya desa sesuai dengan 

karakteristik dan potensi lokal. Desa pesisir memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda 

dengan desa agraris karena sebagian besar masyarakat bergantung pada sumber daya laut 

dan aktivitas pascatangkap. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa seharusnya tidak 

hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat 

kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan nelayan, pengembangan UMKM 

hasil laut, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa, diketahui bahwa dukungan 

terhadap masyarakat nelayan telah dilakukan melalui fasilitasi kelompok nelayan, 

pendataan masyarakat pesisir, serta penghubung program pemerintah daerah. Namun, 

program yang secara khusus mengintegrasikan potensi hasil laut dengan pengembangan 

ekonomi desa masih belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan 

desa. 

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan pemerintah desa: 

“Selama ini desa mendukung kelompok nelayan yang ada, terutama ketika ada 

program dari pemerintah daerah. Namun untuk pengembangan potensi laut sebagai unit 

ekonomi desa masih perlu dikembangkan.” (Wawancara dengan Kepala Desa, 2026) 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki kesadaran 

terhadap keberadaan sektor perikanan sebagai basis ekonomi masyarakat, tetapi belum 
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sepenuhnya mengembangkan strategi kelembagaan yang menjadikan sektor kelautan 

sebagai prioritas pembangunan ekonomi desa. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara potensi sumber daya yang dimiliki desa dengan kebijakan 

pembangunan ekonomi yang diterapkan. Selain aspek APBDes, penelitian ini juga 

menemukan bahwa BUMDes memiliki peran penting dalam mendukung integrasi ekonomi 

desa dengan potensi lokal. BUMDes secara konseptual tidak hanya berfungsi sebagai 

lembaga usaha desa, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Melalui BUMDes, pemerintah desa memiliki peluang untuk membangun sistem ekonomi 

yang menghubungkan pelaku produksi lokal dengan pasar yang lebih luas. 

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes di wilayah penelitian 

masih memiliki variasi. Pada beberapa desa, BUMDes belum memiliki program yang 

secara khusus mendukung sektor perikanan dan pengolahan hasil laut. Fungsi BUMDes 

masih lebih banyak diarahkan pada kegiatan ekonomi umum dan belum menjadi lembaga 

penggerak rantai nilai pascatangkap. 

Informan pemerintah desa menjelaskan: 

“BUMDes sudah ada, tetapi untuk usaha yang khusus menangani hasil laut atau 

mendukung nelayan belum berjalan secara khusus.” (Wawancara dengan Kepala Desa, 

2026) 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya ketersediaan 

kelembagaan, tetapi kemampuan BUMDes dalam mengidentifikasi peluang ekonomi 

berdasarkan karakteristik wilayah. Dalam konteks Kampung Nelayan Mengareh, BUMDes 

memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai lembaga agregator ekonomi pesisir yang 

berfungsi menghubungkan nelayan, pelaku UMKM, pasar, dan lembaga pembiayaan. Pada 

wilayah tertentu, penelitian menemukan adanya praktik yang lebih berkembang ketika 

BUMDes mulai diarahkan untuk membantu pemasaran produk masyarakat. Dukungan 

tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan desa dapat memberikan dampak 

positif apabila memiliki orientasi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes dan 

BUMDes memiliki hubungan erat dengan keberhasilan implementasi blue economy. 

Keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi 

juga sebagai instrumen transformasi ekonomi masyarakat pesisir. Apabila diarahkan secara 

tepat, APBDes dan BUMDes dapat menjadi penggerak peningkatan nilai tambah 

pascatangkap, memperkuat ekonomi perempuan pesisir, serta mendukung pencapaian 

SDGs melalui pengurangan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, dan pembangunan 

ekonomi lokal yang berkelanjutan. 

Relasi Gender dalam Ekonomi Pesisir: Peran Perempuan dalam Rantai Nilai 

Pascatangkap dan Distribusi Manfaat Ekonomi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa 

perempuan memiliki peran penting dalam keberlangsungan ekonomi rumah tangga 

nelayan, khususnya pada aktivitas pascatangkap. Perempuan tidak hanya berperan dalam 

aktivitas domestik, tetapi juga menjadi subjek ekonomi yang terlibat dalam proses 
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pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hasil laut. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa keberadaan perempuan dalam rantai nilai perikanan menjadi salah satu faktor 

penting yang memungkinkan sumber daya laut memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dalam 

struktur ekonomi masyarakat nelayan, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan 

menunjukkan pola yang relatif berbeda. Laki-laki lebih dominan pada aktivitas 

penangkapan ikan karena membutuhkan kemampuan fisik, pengalaman melaut, dan akses 

terhadap sarana produksi. Sementara itu, perempuan lebih banyak terlibat pada tahap 

setelah hasil laut diperoleh, terutama dalam pengolahan produk menjadi komoditas yang 

memiliki nilai jual lebih tinggi. Hasil wawancara dengan pelaku UMKM perempuan 

menunjukkan bahwa aktivitas pengolahan hasil laut telah menjadi bagian penting dari 

strategi ekonomi keluarga nelayan. 

Informan menyampaikan: 

“Setelah bahan baku tersedia, biasanya dilakukan pengolahan menjadi kerupuk atau 

produk lain. Pekerjaan ini banyak dilakukan oleh ibu-ibu karena memang sudah menjadi 

keterampilan yang dilakukan sehari-hari.” (Wawancara dengan Pelaku UMKM Pengolahan 

Hasil Laut, 2026) 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi nyata 

dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Namun, penelitian juga menemukan bahwa 

besarnya kontribusi perempuan belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan akses dan 

kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Permasalahan utama yang dihadapi perempuan 

pelaku usaha meliputi keterbatasan modal, akses teknologi, kemampuan pemasaran, serta 

keterlibatan dalam pengambilan keputusan usaha. Sebagian besar perempuan masih 

mengembangkan usaha dalam skala rumah tangga sehingga kapasitas produksi dan 

jangkauan pemasaran masih terbatas. 

Salah satu informan menjelaskan: 

“Produksi sebenarnya bisa ditingkatkan, tetapi kendalanya modal dan pemasaran. 

Selama ini pemasaran masih melalui kenalan dan pelanggan tetap.” (Wawancara dengan 

Pelaku UMKM Perempuan, 2026) 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kontribusi 

perempuan dalam penciptaan nilai tambah dengan akses terhadap sumber daya pendukung 

usaha. Dalam perspektif pembangunan responsif gender, keterlibatan perempuan tidak 

cukup hanya dilihat dari partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga perlu 

memperhatikan aspek akses, kontrol, dan distribusi manfaat. Oleh karena itu, 

pengembangan blue economy di Kampung Nelayan Mengareh perlu memasukkan dimensi 

gender sebagai bagian integral dari strategi pembangunan. Penguatan kapasitas perempuan 

melalui akses pembiayaan, pelatihan usaha, dukungan teknologi, dan keterlibatan dalam 

kelembagaan ekonomi desa menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa manfaat 

ekonomi pesisir dapat dirasakan secara lebih merata. Dengan demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya kelompok penerima manfaat pembangunan, 

tetapi merupakan subjek utama dalam rantai nilai perikanan. Penguatan posisi perempuan 

dalam ekonomi pesisir akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDG 5 tentang 
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kesetaraan gender sekaligus memperkuat SDG 8 melalui penciptaan peluang usaha dan 

pekerjaan berbasis masyarakat lokal. 

Hambatan, Peluang, dan Model Integrasi Blue Economy Keuangan Desa SDGs 

Responsif Gender di Kampung Nelayan Mengareh 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap berbagai pemangku 

kepentingan yang terlibat dalam ekonomi pesisir, dapat diketahui bahwa pengembangan 

blue economy di Kampung Nelayan Mengareh memiliki potensi yang besar, tetapi masih 

menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kelembagaan. Hambatan 

tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan produksi masyarakat, tetapi juga 

mencakup aspek pemasaran, pembiayaan, kelembagaan desa, serta keterlibatan kelompok 

perempuan. Hambatan pertama ditemukan pada aspek rantai nilai pascatangkap. Sebagian 

besar masyarakat masih menjual hasil laut dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai 

ekonomi yang diperoleh masih relatif rendah. Keterbatasan teknologi pengolahan dan 

akses pasar menyebabkan pelaku usaha belum mampu meningkatkan skala produksi. 

Hambatan kedua berkaitan dengan kapasitas kelembagaan ekonomi desa. Meskipun 

pemerintah desa dan BUMDes telah tersedia, integrasi antara lembaga desa dengan 

aktivitas ekonomi masyarakat pesisir masih perlu diperkuat. BUMDes belum sepenuhnya 

berfungsi sebagai lembaga yang menghubungkan produksi masyarakat dengan pasar dan 

pembiayaan. Hambatan ketiga berkaitan dengan aspek gender. Perempuan telah berperan 

besar dalam aktivitas pascatangkap, tetapi masih menghadapi keterbatasan akses terhadap 

modal, teknologi, dan pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian, penelitian juga 

menemukan berbagai peluang pengembangan ekonomi biru di Kampung Nelayan 

Mengareh. Pertama, masyarakat memiliki sumber daya laut yang potensial untuk 

dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Kedua, terdapat kelompok perempuan dan 

UMKM yang telah memiliki pengalaman dalam pengolahan hasil laut. Ketiga, pemerintah 

desa memiliki instrumen kebijakan melalui APBDes dan BUMDes yang dapat diarahkan 

untuk memperkuat ekonomi pesisir. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan model integrasi blue 

economy–keuangan desa SDGs yang responsif gender melalui tiga strategi utama. Pertama, 

penguatan rantai nilai pascatangkap melalui peningkatan kapasitas produksi, inovasi 

produk, pengemasan, sertifikasi, dan pemasaran. Strategi ini bertujuan agar masyarakat 

tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan baku, tetapi juga memperoleh manfaat 

ekonomi dari proses hilirisasi. Kedua, penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui 

optimalisasi APBDes dan BUMDes sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal. 

BUMDes perlu diarahkan menjadi pusat penguatan ekonomi pesisir yang mampu 

menghubungkan masyarakat dengan pasar, teknologi, dan pembiayaan. Ketiga, 

pembangunan ekonomi pesisir berbasis kesetaraan gender melalui peningkatan akses 

perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Perempuan perlu ditempatkan sebagai mitra 

strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 

Dengan model tersebut, integrasi blue economy dan keuangan desa tidak hanya 

berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian 

SDGs secara lebih luas. Penguatan nilai tambah pascatangkap berkontribusi terhadap SDG 

1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 
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pemberdayaan perempuan mendukung SDG 5 (Kesetaraan Gender), sedangkan 

pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan mendukung SDG 14 (Ekosistem Laut). 

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi pesisir di 

Kampung Nelayan Mengareh membutuhkan pendekatan integratif yang menghubungkan 

sumber daya laut, kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, dan prinsip keberlanjutan. 

Integrasi tersebut menjadi fondasi penting untuk mewujudkan model blue economy 

berbasis desa yang inklusif, responsif gender, dan berorientasi pada pencapaian SDGs. 

Secara analitis, temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama Kampung 

Nelayan Mengareh bukan terletak pada keterbatasan sumber daya laut, melainkan pada 

missing linkage antara produksi primer, hilirisasi, pembiayaan, dan akses pasar. 

Keberadaan perempuan dalam aktivitas pascatangkap membuktikan bahwa peningkatan 

nilai tambah telah berlangsung secara lokal, tetapi belum didukung oleh sistem 

kelembagaan yang mampu memperbesar skala usaha. Dengan demikian, intervensi 

pembangunan tidak cukup hanya menyediakan bantuan produksi, tetapi perlu membangun 

ekosistem ekonomi yang menghubungkan kapasitas masyarakat, BUMDes, penganggaran 

desa, teknologi, dan pasar. 

Tabel 1. Model Integrasi Blue Economy–Keuangan Desa–SDGs Responsif Gender 

dalam Penguatan Nilai Tambah Pascatangkap 

Komponen Input Mekanisme Integrasi Output SDGs 

Potensi sumber daya laut  dan 

kapasitas nelayan 

Penguatan rantai nilai 

pascatangkap melalui inovasi 

produk, teknologi, dan 

pemasaran 

SDG 1 dan SDG 8 

APBDes + BUMDes Pembiayaan, agregasi usaha, 

akses pasar, dan penguatan 

kelembagaan 

SDG 8 

Perempuan pengolah hasil 

laut 

Akses modal, pelatihan, dan 

keterlibatan pengambilan 

keputusan 

SDG 5 

Konservasi dan tata kelola 

pesisir 

Pemanfaatan sumber daya 

laut berkelanjutan 

SDG 14 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik ekonomi biru di 

Kampung Nelayan Mengareh telah berkembang melalui pemanfaatan sumber daya laut 

dalam aktivitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut, tetapi implementasinya masih 

belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang optimal bagi masyarakat 

nelayan. Rantai nilai perikanan masih didominasi oleh penjualan hasil tangkapan dalam 

bentuk bahan mentah melalui pengepul sehingga posisi tawar nelayan masih relatif rendah. 

Meskipun demikian, aktivitas pascatangkap yang banyak dilakukan oleh perempuan 

menunjukkan adanya potensi besar dalam menciptakan nilai tambah melalui pengolahan 

produk seperti kerupuk ikan, kerupuk berbahan ikan payus, dan terasi. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam ekonomi pesisir, bukan 
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hanya sebagai pendukung rumah tangga nelayan, tetapi sebagai subjek utama dalam proses 

transformasi ekonomi berbasis sumber daya laut. Pengelolaan keuangan desa melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Badan Usaha Milik Desa memiliki posisi 

penting dalam memperkuat implementasi ekonomi biru, tetapi hasil penelitian 

menunjukkan bahwa integrasi antara potensi ekonomi laut dengan kebijakan pembangunan 

desa belum sepenuhnya optimal. Pemerintah desa telah memberikan dukungan terhadap 

kelompok nelayan dan pelaku usaha, namun program ekonomi berbasis hasil laut belum 

menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, Badan 

Usaha Milik Desa perlu diarahkan tidak hanya sebagai lembaga usaha desa, tetapi sebagai 

penghubung antara masyarakat produsen, pasar, pembiayaan, dan inovasi usaha. 

Relasi gender menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi pesisir karena 

perempuan telah memberikan kontribusi besar pada aktivitas pascatangkap, tetapi masih 

menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, pemasaran, dan pengambilan 

keputusan ekonomi. Oleh karena itu, model integrasi ekonomi biru, keuangan desa, dan 

tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditawarkan dalam penelitian ini perlu 

menempatkan perempuan sebagai subjek strategis melalui penguatan kapasitas usaha, 

akses pembiayaan, dan keterlibatan dalam kelembagaan ekonomi desa. Dengan demikian, 

pengembangan ekonomi pesisir di Kampung Nelayan Mengareh membutuhkan pendekatan 

integratif yang menghubungkan sumber daya laut, rantai nilai pascatangkap, tata kelola 

keuangan desa, kelembagaan ekonomi lokal, dan perspektif gender. Model tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat, memperkuat 

keberlanjutan sumber daya laut, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutan secara inklusif.  
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